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ABSTRAK 

 

 

 

Agung Tetap, 202010115053, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Usaha Daging Sapi 

Tidak Layak Konsumsi Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pangan 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakkan hukum terhadap 

pelaku usaha daging sapi tidak layak konsumsi berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

fenomena maraknya perdagangan daging sapi gelonggongan terutama pada saat 

menjelang hari raya. Perdagangan daging sapi tidak layak konsumsi ini tidak hanya 

bertentangan dengan Undang-Undang Pangan, namun juga bertentangan dengan 

Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Konsumen. 

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) 

Apa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan 

daging sapi tidak layak konsumsi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan?; dan (2) Bagaimana praktik penegakan hukum terhadap pelaku 

usaha yang memperdagangkan daging sapi tidak layak konsumsi di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku 

usaha daging sapi yang tidak layak konsumsi, seperti praktik daging gelonggongan, 

masih belum efektif meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hambatan utama meliputi 

lemahnya penerapan sanksi, ketidaktegasan aparat hukum, kurangnya koordinasi 

lembaga, serta rendahnya budaya hukum pelaku usaha. Kasus Suwarno di PN 

Magetan mencerminkan sanksi yang ringan dan tidak menimbulkan efek jera, 

menunjukkan implementasi asas lex specialis dan kepastian hukum yang belum 

konsisten. Selain itu, sistem pengawasan dan regulasi masih terfragmentasi, 

sehingga mengurangi efektivitas perlindungan terhadap konsumen. 

 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Daging Sapi, Tidak Layak 

Konsumsi, Pangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii  

ABSTRACT 

 

Agung Tetap, 202010115053, Law Enforcement for Business Actors of Unfit 

Beef Reviewed from Law Number 18 of 2012 concerning Food 

 

 This study aims to analyze law enforcement against business actors of unfit 

beef based on Law Number 18 of 2012 concerning Food. This study was motivated 

by the phenomenon of the rampant trade in gelonggongan beef, especially during 

the holidays. The trade in unfit beef is not only contrary to the Food Law, but also 

to the Health Law and the Consumer Law. 

 The problems that will be discussed in this study are (1) What is the legal 

responsibility for business actors who trade unfit beef in Law Number 18 of 2012 

concerning Food?; and (2) How is the practice of law enforcement against business 

actors who trade unfit beef in Indonesia. This study uses a normative legal method 

with a statutory approach and case studies. 

 The results of the study indicate that law enforcement against beef business 

actors who are not fit for consumption, such as the practice of gelonggongan meat, 

is still ineffective even though there is a strong legal basis in Law No. 18 of 2012 

concerning Food. The main obstacles include weak implementation of sanctions, 

indecisiveness of law enforcement officers, lack of institutional coordination, and 

low legal culture of business actors. The Suwarno case at the Magetan District 

Court reflects light sanctions that do not have a deterrent effect, indicating the 

implementation of the lex specialis principle and legal certainty that is not yet 

consistent. In addition, the supervision and regulation system is still fragmented, 

reducing the effectiveness of consumer protection. 

 

Keywords: Law Enforcement, Business Actors, Beef, Not Fit for Consumption, 

Food 
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